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Latar Belakang

lembaga survei indonesia

Dalam dua tahun terakhir, banyak problem daerah menjadi fokus liputan media
massa, baik itu berupa masalah lama yang muncul lagi dalam bentuk baru ataupun
problem baru sama sekali.

Kasus pelanggaran HAM di Mesuji, Lampung, misalnya. Ini adalah konflik lama soal
perebutan lahan antara penduduk dengan korporasi. Jika dulu konflik itu beraras
pada konflik antara penduduk lokal dengan korporasi pemerintah, kini dalam kasus
Mesuiji, antara penduduk dengan korporasi swasta yang melibatkan aparat negara.

Contoh lain, banyak ditemukan ketidaksesuaian berbagai perda dengan undang-
undang ataupun aturan pemerintah pusat kerap diungkapkan oleh media. Namun
permasalahan ini sebagian menggantung tanpa penyelesaian.

Contoh paling mutakhir adalah sidang judicial review yang diajukan oleh
Pemerintahan Provinsi Kaltim yang sekarang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Pemprov Kaltim menggugat ketidakadilan dalam hal pembagian keuntungan hasil
tambang sudah lama bergema sejak Orde Baru. Namun kini mendapat gelanggang
baru di MK.
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‘ Latar Belakang
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« Dari sudut formal, Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
dengan segala aturan turunannya mestinya bisa menjadi rujukan untuk
menyelesaikan problem-problem yang muncul di daerah. Namun
kenyataannya, hal itu masih tetap menjadi masalanh.

« Secara kelembagaan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan
seharusnya hadir sebagai lembaga yang menjadi kanal kepentingan daerah
di pentas politik nasional. Namun sejauh mana masyarakat tahu tentang
DPD, fungsinya, serta harapan macam apa yang dimiliki publik terhadap
DPD?

« Jika hak dan kewenangan DPD pada dasarnya ditentukan dalam UUD,
sejauh mana animo masyarakat yang menginginkan perubahan UUD
berkaitan dengan perluasan hak dan wewenangnya?
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‘ Pengukuran
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« Pengukuran pendapat dan sikap publik dalam survei ini mencakup
hal-hal berikut:

— Pengetahuan responden tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

— Sikap responden terhadap penguatan kedudukan, tugas, wewenang
dan tanggungjawab DPD.

— Harapan responden terhadap DPD.

— Sikap responden terhadap rencana Perubahan Kelima UUD 1945
sehubungan dengan posisi dan kewenangan DPD .
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: Metodologi
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e Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya
hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur
17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

e Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1.220. Berdasar jumlah ini,
diperkirakan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkat
kepercayaan 95%.

e Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara
yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu
desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden

e Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random
sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali
mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam proses penjaminan
kualitas tidak ditemukan kesalahan berarti.

e Waktu wawancara lapangan 7-18 Desember 2011.
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Prosedur pemilihan sampel

lembaga survei indonesia

e Stratifikasi 1 = populasi dikelompokan menurut provinsi, dan masing-
masing provinsi diberi kuota sesuai dengan total pemilih di masing-masing
provinsi.

e Stratifikasi 2: populasi dikelompokan menurut jenis kelamin: 50% laki-
laki, dan 50% perempuan.

e Stratifikasi 3: populasi dikelompokan ke dalam kategori yang tinggal di
pedesaan (desa, 60%) dan perkotaan (kelurahan, 40%).

e C(Cluster 1: Di masing-masing provinsi ditentukan jumlah pemilih sesuai
dengan populasi pemilih masing-masing provinsi. Atas dasar ini, dipilih
desa dan kelurahan secara random sebagai primary sampling unit.
Berapa desa atau kelurahan? Tergantung jumlah pemilih di masing-
masing provinsi. Ditetapkan untuk setiap desa dipilih 10 pemilih (5 laki-
laki, dan 5 perempuan) secara random. Bila di Jawa Barat prosentase
pemilih 17%, dan di NTB 2%, maka kalau di Jabar dipilih 17
desa/kelurahan, di NTB dipilih hanya 2 desa/kelurahan, dst.
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lembaga survei indonesia

e C(Cluster 2: Di masing-masing desa terpilih, kemudian didaftar populasi RT
atau yang setingkat. Kemudian dipilih secara random 5 RT dengan
ketentuan di masing-masing RT akan dipilih secara random dua keluarga.

e C(Cluster 3: Di masing-masing RT terpilih, populasi keluarga didaftar,
kemudian dipilih secara random 2 keluarga.

e Di masing-masing keluarga terpilih, kemudian didaftar seluruh anggota
keluarga yang punya hak pilih laki-laki atau perempuan, dan kemudian
dipilihksecara random siapa yang akan menjadi responden di antara
mereka.

e Bila pada keluarga pertama yang dipilih adalah responden perempuan,
maka pada keluarga berikutnya harus laki-laki.
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: Alur penarikan sampel
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Populasi desa/kelurahan
tingkat Nasional

Prov 1 Prov k Desa/kelurahan di tingkat

. . . . Provinsi dipilih secara random dengan

jumlah proporsional
Ds1...Dsn Ds1..Dsm

RT1 RT2 RT3 ... Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5

. . . x . RT dengan cara random

Di masing-masing RT/Lingkungan
KK1 KK2 dipilih secara random dua KK

_ PR Di KK terpilih dipilih secara random
Laki-laki { | {  Perempuan Satu orang yang punya hak pilih
laki-laki/perempuan
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KATEGORI | SAMPEL | BPS KATEGORI | SAMPEL | BPS
JENIS KELAMIN AGAMA
LAKI-LAKI 54.8 50.0 Islam 86.0 87.0
PEREMPUAN 45.2 50.0 Kristen 10.8 10.0
DESA-KOTA Lainnya 3.2 3.0
DESA 59.8 59.0 ETNIS
KOTA 40.2 41.0 Jawa 40.2 41.6
KELOMPOK PENDIDIKAN Sunda 16.2 15.4
<=SD 53.8 60.0 Melayu 6.2 3.4
SLTP 19.9 19.0 Madura 3.4 3.4
SLTA 19.7 18.0 Bugis 1.4 2.5
Universitas 6.6 4.0 Betawi 1.8 2.5
Minang 1.4 2.7
Lainnya 29.5 28.5

eSample LSI adalah penduduk yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17
tahun keatas, Sensus BPS 10 tahun ke atas.
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KATEGORI | SAMPEL | BPS KATEGORI | SAMPEL | BPS
PROPINSI PROPINSI

NAD 1.6 1.9 BALI 1.6 1.5
SUMUT 5.7 5.3 NTB 1.6 2.0
SUMBAR 1.6 2.1 NTT 1.6 2.0
RIAU 2.5 2.2 KALBAR 1.6 1.9
JAMBI 0.8 1.3 KALTENG 0.8 0.9
SUMSEL 3.3 3.2 KALSEL 1.6 1.5
BENGKULU 0.8 0.8 KALTIM 1.6 1.4
LAMPUNG 3.3 3.4 SULUT 0.8 1.0
BABEL 0.8 0.5 SULTENG 0.8 1.1
KEPRI 0.8 0.6 SULSEL 3.3 3.5
DKI 4.1 3.5 SULTRA 0.8 0.9
JABAR 18.0 17.4 GORONTALO 0.8 0.4
JATENG 13.9 15.2 SULBAR 0.8 0.5
DIY 1.6 1.6 MALUKU 0.8 0.6
JATIM 15.6 16.7 MALUKU UTARA 0.8 0.4
BANTEN 4.1 4.1 PUPUA 0.8 0.9
IRJABAR 0.8 0.3
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TEMUAN

Pengetahuan tentang DPD RI



®
Apakah Ibu/Bapak tahu (tahu dari televisi, koran, radio, buku,

sekolah, dari orang lain dll.)
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD? (%)

lembaga survei indonesia

100 -
74.6
75 -
50 -
25.4
25 -
0 T
Tahu Tidak tahu
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Apakah Ibu/Bapak memilih anggota

* Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam
pemilihan umum 2009 yang lalu? (%)

lembaga survei indonesia

84.8

15.2

Tidak
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o
Di antara tugas-tugas berikut, mana tugas utama
i Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (%)
Base: khusus bagi responden yang menjawab “"tahu” DPD

lembaga survei indonesia

87.6
7.6 4.8
[ | | |
Mewakili partai Mewakili rakyat Tidak tahu/Tidak
politik daerah di pusat jawab
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. Siapa yang memilih anggota DPD? (%)

lembaga survei indonesia

73.3
14.0
5.0 5.2 2.5

I T T T T 1

Dewan Dewan Presiden Rakyat secara Tidak tahu/Tidak

Perwakilan Perwakilan langsung lewat jawab
Rakyat Daerah Rakyat (DPR) pemilihan umum
(DPRD)
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i Kepada siapa anggota DPD bertanggung jawab? (%)

lembaga survei indonesia

50.2

21.3

11.4 10.1

7.0

Kepada rakyat Kepada Dewan Kepada Dewan Kepada Presiden Tidak tahu/Tidak

secara langsung Perwakilan Perwakilan jawab
lewat pemilihan Rakyat Daerah Rakyat (DPR)
umum (DPRD)
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: Temuan
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e Secara umum, mayoritas responden tahu keberadaan DPD RI. 7 dari 10
responden tahu keberadaan DPD-RI.

e Berkenaan dengan tugas utama lembaga, mayoritas responden (87,6%)
mengetahui bahwa DPD RI bertugas untuk mewakili kepentingan daerah,
bukan partai politik atau lainnya.

e Dalam proporsi yang sedikit lebih rendah (73,3%), mereka tahu
mekanisme atau prosedur pemilihan anggota DPD RI yang dilakukan
secara langsung.

e Soal pertanggungjawaban, kurang lebih hanya separoh dari responden
tahu bahwa pertanggungjawaban DPD RI adalah langsung kepada rakyat
pemilih. Sisanya mengatakan bahwa DPD-RI bertanggung jawab kepada
DPR, DPRD, presiden, atau tidak tahu.
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Pengetahuan tentang
Fungsi dan Tugas DPD RI



Apakah Ibu/Bapak tahu bahwa wewenang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekarang
hanyalah memberikan saran-saran atau masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tapi
tidak punya wewenang atau suara untuk ikut memutuskan tentang masalah-masalah yang
berkaitan dengan keinginan rakyat daerah provinsi yang mereka wakili? (%)

46.2

29.7
24.1

Tidak Tidak tahu/jawab
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e Fungsi yang lebih spesifik DPD RI mewakili kepentingan daerah tingkat
propinsi, hanya 24% dari responden yang mengetahui hal tersebut.
Selebihnya tidak tahu.
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Harapan terhadap DPD RI



Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) melakukan hal-hal berikut: Ikut memutuskan Undang-Undang yang
berkaitan dengan kepentingan daerah? (%)

63.9
17.8
13.9
4.1
o 0.3
Sangat berharap Berharap Tidak berharap Sangat tidak Tidak tahu/Tidak
berharap jawab
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) melakukan hal-hal berikut: Dapat menindaklanjuti hasil pengawasan
terhadap pemerintah? (%)

62.0
20.8
12.1
4.5
I T T T 0.6 T 1
Sangat berharap Berharap Tidak berharap Sangat tidak Tidak tahu/Tidak
berharap jawab
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Apakah Ibu/Bapak mendukung pandangan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus punya wewenang atau punya
suara untuk memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat daerah bersama-sama Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) karena anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah, atau mendukung
pandangan bahwa anggota DPD cukup hanya memberikan masukan dan saran-saran kepada anggota DPR tanpa harus punya
suara dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat daerah, meskipun anggota DPD
dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah? (%)

58.1

26.2

15.7

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tidak tahu/tidak jawab
harus punya wewenang atau punya (DPD) cukup hanya memberikan
suara untuk memutuskan masalah- masukan dan saran-saran kepada
masalah yg berkaitan dgn anggota DPR, tanpa harus punya
kepentingan rakyat di daerah suara, dalam membuat keputusan-
bersama-sama DPR karena anggota keputusan yang berkaitan dengan
DPD dipilih langsung oleh rakyat utk kepentingan daerah meskipun
mewakili daerah anggota DPD dipilih langsung oleh
rakyat
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
melakukan hal-hal berikut: Bersama DPR, membuat undang-undang? (%)

61.0
20.7
8.9 8.5
0.8
Sangat berharap Berharap Tidak berharap Sangat tidak Tidak tahu/Tidak
berharap jawab
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
melakukan hal-hal berikut: Bersama DPR, menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara (RAPBN)? (%)

61.5
22.5
9.7
5.7
0.7
Sangat berharap Berharap Tidak berharap Sangat tidak Tidak tahu/Tidak
berharap jawab
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
melakukan hal-hal berikut: Bersama DPR, ikut menyetujui pengangkatan pejabat
publik yang penting (hakim agung, Gubernur Bank Indonesia (BI), Panglima
TNI, Kepala Kepolisian RI)? (%)

55.4
24.1
8.9 10.9
0.7
Sangat berharap Berharap Tidak berharap Sangat tidak Tidak tahu/Tidak
berharap jawab
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: Temuan
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e Mayoritas responden berharap atau sangat berharap agar DPD RI memiliki
kewenangan lebih banyak dan lebih luas. Mereka yang berharap atau
sangat berharap agar DPD RI ikut serta memutuskan undang-undang
yang berkaitan dengan kepentingan daerah mencapai 78%; dan DPD RI
dapat menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pemerintah sebesar
74%.

e Sebanyak 70% responden berharap atau sangat berharap bahwa DPD-RI
bisa bersama-sama dengan DPR-RI membuat undang-undang. Sementara
itu, sebanyak 71% berharap atau sangat berharap DPD-RI bisa bersama-
sama DPR-RI memberikan persetujuan atas RAPBN.

e Mayoritas responden (64%) juga berharap bahwa DPD-RI juga memiliki
wewenang untuk ikut mengangkat pejabat publik yang penting (hakim
agung, Gubernur Bank Indonesia (BI), Panglima TNI, Kepala Kepolisian
RI).
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Sikap terhadap
Amandemen UUD 1945



Untuk membuat DPR punya wewenang yang lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, telah dilakukan
perubahan (amandemen) pada Undang-Undang Dasar kita. Setelah itu, ada yang berpendapat bahwa perubahan Undang-
Undang Dasar kita perlu kembali dilakukan untuk membuat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lebih bisa
memperjuangkan kepentingan rakyat daerah yang mereka wakili. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan
pendapat bahwa kita perlu mengubah (mengamandemen) Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) tersebut agar DPD lebih mampu memperjuangkan kepentingan rakyat daerah yang
diwakilinya? (%)

54.4
25.4
11.1 8.4
0.6
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak Tidak tahu/Tidak
setuju jawab
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Temuan
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Ternyata mayoritas responden (65%) setuju atau sangat setuju jika
dilakukan amandemen lagi terhadap UUD 45 untuk keperluan

meningkatkan kewenangan DPD-RI, khususnya berkaitan dengan
penanganan aspirasi daerah.

| ¢ TH Lembaga Survei Indonesia
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Siapa yang berharap terhadap
perluasan kewenangan DPD RI?



Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) melakukan hal-hal berikut?: Membahas rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah (%)

. Sangat Tidak
Base Line BS?Egra;p Berharap B;f::(ap Tidak tahuftidak
Berharap jaw ab
GENDER
Laki-laki 50.0 19.2 65.1 3.4 0.2 12.1
Perempuan 50.0 12.8 64.4 2.0 0.2 20.7
DESA-KOTA
Pedesaan 59.8 15.1 65.3 2.2 0.3 17.1
Perkotaan 40.2 17.3 63.9 3.5 0.0 15.3
PENDIDIKAN
<= SD 53.8 9.6 61.7 2.4 0.3 25.9
SLTP 19.9 18.2 72.7 2.1 0.0 7.0
SLTA 19.7 23.3 67.1 5.0 0.0 4.6
KULIAH 6.6 39.5 59.3 0.0 0.0 1.2
PENDAPATAN
< 600 ribu 39.1 10.9 66.9 2.3 0.2 19.6
600rb - < 1,6 juta 38.7 16.8 63.8 2.8 0.2 16.4
=> 1,6 juta 22.2 23.7 62.6 3.3 0.0 10.4
WILAYAH

JAWA 57.4 14.0 67.6 2.7 0.1 15.6
LUAR JAWA 42.6 18.7 61.0 2.7 0.2 17.5

AKURAT,

TERPERCAYA,
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) melakukan hal-hal berikut?: Ikut memutuskan Undang-Undang
vang berkaitan dengan kepentingan daerah (%)

. Sangat Tidak
Base Line BS?Egra;p Berharap B;f::(ap Tidak tahuftidak
Berharap jaw ab
GENDER
Laki-laki 50.0 15.4 66.7 4.4 0.3 13.1
Perempuan 50.0 12.3 61.1 3.8 0.3 22.5
DESA-KOTA
Pedesaan 59.8 13.4 63.0 3.6 0.4 19.6
Perkotaan 40.2 14.5 65.3 4.9 0.2 15.1
PENDIDIKAN
<= SD 53.8 8.7 59.1 3.5 0.3 28.4
SLTP 19.9 14.5 75.2 3.7 0.0 6.6
SLTA 19.7 22.1 66.7 5.4 0.8 5.0
KULIAH 6.6 29.6 61.7 6.2 0.0 2.5
PENDAPATAN
< 600 ribu 39.1 8.4 63.6 4.2 0.6 23.2
600rb - < 1,6 juta 38.7 16.6 62.8 4.0 0.2 16.4
=> 1,6 juta 22.2 18.9 66.7 4.1 0.0 10.4
WILAYAH

JAWA 57.4 11.4 67.1 4.1 0.3 17.0
LUAR JAWA 42.6 17.1 59.6 4.0 0.4 18.8
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) melakukan hal-hal berikut?: Dapat menindaklanjuti hasil
pengawasan terhadap pemerintah (%)

. Sangat Tidak
Base Line ijagra;p Berharap B;'s::(ap Tidak tahuftidak
Berharap jaw ab
GENDER
Laki-laki 50.0 15.1 63.8 5.4 0.3 15.4
Perempuan 50.0 9.2 60.2 3.6 0.8 26.2
DESA-KOTA
Pedesaan 59.8 12.2 60.3 4.5 0.8 22.2
Perkotaan 40.2 12.0 64.5 4.5 0.2 18.8
PENDIDIKAN
<= SD 53.8 7.0 58.1 3.4 0.8 30.8
SLTP 19.9 15.7 67.4 5.4 0.0 11.6
SLTA 19.7 16.7 67.9 6.7 0.4 8.3
KULIAH 6.6 29.6 60.5 4.9 1.2 3.7
PENDAPATAN
< 600 ribu 39.1 7.8 63.6 4.0 0.4 24.2
600rb - < 1,6 juta 38.7 14.3 60.0 3.8 0.6 21.3
=> 1,6 juta 22.2 15.9 63.0 6.7 0.7 13.7
WILAYAH
JAWA 57.4 9.6 66.4 4.7 0.4 18.9
LUAR JAWA 42.6 15.6 56.0 4.2 0.8 23.5
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) melakukan hal-hal berikut?: Bersama DPR, ikut menyetujui

pengangkatan pejabat publik yang penting (hakim agung, Gubernur Bank
Indonesia (BI), Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI) (%)

. Sangat Tidak
Base Line B:?Egrjp Berharap B;'sz:(ap Tidak tahu/tidak
Berharap jaw ab
GENDER
Laki-laki 50.0 11.3 54.9 13.8 0.8 19.2
Perempuan 50.0 6.6 55.9 8.0 0.5 29.0
DESA-KOTA
Pedesaan 59.8 8.9 55.6 9.2 1.0 25.3
Perkotaan 40.2 9.0 55.1 13.5 0.2 22.2
PENDIDIKAN
<= SD 53.8 5.9 51.4 6.1 0.6 36.0
SLTP 19.9 11.6 59.5 14.9 0.4 13.6
SLTA 19.7 12.5 62.1 16.7 1.3 7.5
KULIAH 6.6 14.8 56.8 21.0 0.0 7.4
PENDAPATAN
< 600 ribu 39.1 5.1 57.1 8.2 1.3 28.4
600rb - < 1,6 juta 38.7 11.1 53.8 11.1 0.4 23.6
=> 1,6 juta 22.2 11.9 55.9 15.6 0.0 16.7
WILAYAH

JAWA 57.4 8.0 57.4 11.9 0.7 22.0
LUAR JAWA 42.6 10.2 52.7 9.6 0.6 26.9
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) melakukan hal-hal berikut?: Bersama DPR, membuat undang-
undang (%)

. Sangat Tidak
Base Line ijsgrjp Berharap B;'s;kap Tidak tahu/tidak
Berharap jaw ab
GENDER
Laki-laki 50.0 12.1 61.3 10.2 0.8 15.6
Perempuan 50.0 5.7 60.7 6.9 0.8 25.9
DESA-KOTA
Pedesaan 59.8 9.2 60.8 6.8 1.4 21.8
Perkotaan 40.2 8.6 61.2 11.0 0.0 19.2
PENDIDIKAN
<= SD 53.8 5.3 57.3 55 0.8 31.1
SLTP 19.9 11.6 65.7 10.3 0.8 11.6
SLTA 19.7 13.8 63.3 14.6 0.8 7.5
KULIAH 6.6 16.0 70.4 9.9 1.2 2.5
PENDAPATAN
< 600 ribu 39.1 5.7 60.4 8.2 1.1 24.6
600rb - < 1,6 juta 38.7 9.8 60.4 9.1 0.2 20.4
=> 1,6 juta 22.2 13.3 63.3 8.1 1.5 13.7
WILAYAH

JAWA 57.4 5.9 64.6 9.6 0.9 19.1
LUAR JAWA 42.6 13.1 56.2 7.1 0.8 22.9
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Apakah Ibu/Bapak berharap atau tidak berharap agar Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) melakukan hal-hal berikut?: Bersama DPR, menyetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) (%)

. Sangat Tidak
Base Line ijsgrjp Berharap B;'s;kap Tidak tahu/tidak
Berharap jaw ab
GENDER
Laki-laki 50.0 11.3 64.9 6.7 0.3 16.7
Perempuan 50.0 8.0 58.0 4.6 1.0 28.4
DESA-KOTA
Pedesaan 59.8 9.0 61.4 5.2 1.1 23.3
Perkotaan 40.2 10.6 61.6 6.3 0.0 21.4
PENDIDIKAN
<= SD 53.8 6.3 55.6 3.5 0.8 33.8
SLTP 19.9 10.3 69.8 7.4 0.4 12.0
SLTA 19.7 13.3 68.8 9.2 0.8 7.9
KULIAH 6.6 24.7 63.0 7.4 0.0 4.9
PENDAPATAN
< 600 ribu 39.1 4.8 62.3 4.8 0.8 27.2
600rb - < 1,6 juta 38.7 11.3 61.1 57 0.4 21.5
=> 1,6 juta 22.2 15.2 61.5 7.0 0.7 15.6
WILAYAH

JAWA 57.4 6.3 65.4 6.9 0.6 20.9
LUAR JAWA 42.6 14.2 56.2 4.0 0.8 24.8
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Sehubungan dengan dukungan dan harapan terhadap DPD RI, faktor
demografis tidak bisa dijadikan pembeda sikap. Secara umum, besar
dukungan rakyat agar DPD RI memiliki fungsi dan wewenang yang lebih
kuat. Dalam aspek apapun, besaran dukungan tersebut di atas 50% dan
untuk aspek-aspek tertentu mencapai 90%.

Terlihat ada sedikit kecenderungan dimana responden laki-laki lebih kuat
memberikan dukungan dibandingkan perempuan. Sebaliknya, mereka
yang hanya berpendidikan SD cenderung lebih lemah dalam mendukung
DPD RI agar lebih berperan.

Meskipun demikian, tingkat pendidikan tampaknya tidak bisa dijadikan
patokan yang membedakan besaran dukungan/harapan. Hampir tidak ada
bedanya dukungan yang diberikan oleh lulusan SMP, SMA maupun
universitas.

Hal yang sama juga terjadi pada aspek ekonomi, dimana rata-rata
dukungan tetap tinggi meskipun dari kelompok pendapatan yang berbeda-
beda. Ini artinya, asal dukungan agar DPD RI lebih berperan cukup
merata.

: 1 Lem baga Survei Ind()neSia Rilis “Peluang dan Harapan DPD RI”, 23 Februari 2012 39

’ ¢ AKURAT, TERPERCAYA, BERPENGARUH



Siapa yang berharap adanya
Amandemen ke-5 UUD 19452



Untuk membuat DPR punya wewenang yang lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, telah dilakukan
perubahan (amandemen) pada Undang-Undang Dasar kita. Setelah itu, ada yang berpendapat bahwa perubahan Undang-
Undang Dasar kita perlu kembali dilakukan untuk membuat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lebih bisa
memperjuangkan kepentingan rakyat daerah yang mereka wakili. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan
pendapat bahwa kita perlu mengubah (mengamandemen) Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) tersebut agar DPD lebih mampu memperjuangkan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya? (%)

. Tidak
Base Line| >2n9& Setuju  |Tidak setuju [ o293 HAaKY b Utidak
setuju setuju _
jaw ab
GENDER
Laki-laki 50.0 12.5 57.7 9.3 0.5 20.0
Perempuan 50.0 9.8 51.1 7.5 0.7 30.8
DESA-KOTA
Pedesaan 59.8 12.1 52.5 8.9 0.5 26.0
Perkotaan 40.2 9.8 57.3 7.8 0.6 24.5
PENDIDIKAN
<= SD 53.8 8.2 49.4 6.3 0.8 35.4
SLTP 19.9 11.6 58.7 10.7 0.4 18.6
SLTA 19.7 16.3 63.3 10.8 0.4 9.2
KULIAH 6.6 18.5 56.8 12.3 0.0 12.3
PENDAPATAN
< 600 ribu 39.1 8.2 49.7 10.9 0.8 30.3
600rb - < 1,6 juta 38.7 12.3 55.7 6.0 0.4 25.5
=> 1,6 juta 22.2 14.4 60.4 8.1 0.4 16.7
WILAYAH
JAWA 57.4 9.1 58.4 9.9 0.4 22.1
LUAR JAWA 42.6 13.8 49.0 6.5 0.8 29.8
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e Secara proporsional, jumlah laki-laki yang menginkan perubahan atau
amandemen UUD 45 lebih besar ketimbang proporsi perempuan. Lebih
dari itu, proporsi pemilih yang tinggal di perkotaan, dan setuju atau
sangat setuju, dengan amandemen sedikit lebih tinggi.

e Nampaknya, tingkat pendidikan tidak begitu membedakan persetujuan
mereka atas amandemen UUD 45. Proporsi mereka yang berpendidikan
lebih tinggi tidak berarti semakin besar pula proporsi mereka yang setuju
atau sangat setuju terhadap amandemen.

e Yang lebih menentukan adalah tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat
pendapatan, semakin besar pula kecenderungannya untuk bersetuju
dengan amandemen.

e Mereka yang tinggal di luar Jawa lebih besar proporsinya yang
menginginkan amandemen UUD 45.
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Survei ini menemukan bahwa mayoritas responden mengetahui
keberadaan DPD RI . Mayoritas responden juga memiliki pengetahuan
yang cukup bagus mengenai tugas utama DPD RI, yaitu mewakili
kepentingan/aspirasi daerah. Namun ketika ditanya tentang tugas dan
batas wewenang DPD RI secara lebih spesifik, hanya sekitar seperempat
reponden yang tahu. Misalnya, mayoritas tidak tahu bahwa DPD RI tidak
memiliki kewenangan untuk memutuskan undang-undang atau
menindaklajuti hasil pengawasan terhadap pemerintah.

Meskipun lebih banyak yang tidak mengetahui batasan fungsi, tugas dan
wewenang DPD RI, bukan berarti masyarakat tidak memiliki harapan yang
tinggi terhadap lembaga negara ini. Terbukti mayoritas responden
berharap atau sangat berharap adanya peningkatan peran dan
kewenangan DPD-RI. Mereka ingin DPD RI bisa ikut memutuskan undang-
undang, ikut menindaklajuti hasil pengawasan, atau juga ikut membahas
rancangan anggaran belanja negara.
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e Harapan terhadap DPD RI untuk lebih berperan cukup kuat, dan
karenanya mayoritas responden setuju jika memang diperlukan
amandemen ke-5 UUD 45 untuk dapat merealisasikan peran DPD RI yang
lebih besar.

e Secara umum, harapan akan perluasan kewenangan DPD-RI dan
dukungan terhadap kemungkinan amandemen ke-5 mendapatkan
dukungan publik yang secara demografis cukup merata.
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